BAB V
PENUTUPAN
A. Kesimpulan

Analisis penulis setelah melakukan beberapa kajian pustaka dari banyak

sumber tentang penjatuhan uqubat khamr pada Qanun Aceh Nomor 6

Tahun 2014 maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ketentuan ugubah khamar menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016
seperti yang tercantum dalam pasal 15 yakni dengan dicambuk dengan
40 kali cambukan, dan apabila melakukan pengulangan pada perbuatan
pidana meminum khamar disebutkan dalam ayat (2) dijatuhkan hudud
40 (empat puluh) kali ditambah Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak
40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus)
gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.
Hukum Islam yang diterapkan kepada masyarakat Aceh sudah melalui
tahapan kajian yang sangat mendalam oleh para fugaha dan ulama-
ulama Aceh yang sesuai dengan kepribadian masyarakat Aceh
sehingga penerapan syari’at Islam di Aceh sangat membantu dalam
membangun masyarakat yang aman dan tertib.

2. Alasan diberlakukan ta’zir dalam uqubah khmar pada ganun Aceh
karena sebagai kehati-hatian hakim dalam penjatuhan hukuman kepada
peminum khamar. Dengan melakukan penyetaraan sesuai dalam
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2002 bahwa satu kali cambuk sama

dengan dua bulan penjara, sama dengan denda Rp. 500.000,- alasan
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dan pertimbangan yang dipakai waktu itu adalah menyamakan seratus
kali cambuk sebagai uqubat tertinggi didalam Al-Qur’an dengan
penjara 200 (dua ratus) bulan atau setara dengan 16 tahun 8 bulan
sebagai hukuman tertinggi dalam KUHP, dan denda Rp. 100.000.000,-
(taksiran harga untuk 100 ekor lembu, uqubat diyat untuk pembunuhan
tidak sengaja). Namun dalam penjatuhan ta’zir sebagai pengganti
hudud cambuk tersebut harusnya menjadi perhatian dalam penggalian
lebih dalam serta mencermati keabsahan pembuktian sebelum
menjatuhkan hukum, sehingga penegak hukum tidak ragu dalam
penjatuhan hudud cambuk, sehingga esensi hudud tetap dijatuhkan
sebagaimana dalam ketentuan dalam dalil yang terdapat dalam Al-
Qur’an dan hadist.
B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan oleh penulis:

1. Untuk pembuatan ganun di Aceh semoga terus lebih baik dan lebih
kompleks dalam penegakan hukum Islam di daerah Aceh, khususnya
hukum pidana. Sehingga keamanan dan kesejahteraan dapat selalu di
Aceh.

2. Dengan dukungan yang sangat besar oleh masyarakat Aceh sendiri
penegak hukum dapat dikembangkan lebih luas dan mengembalikan
rasa cinta yang tinggi kepada Islam. Sehingga pemerintah dapat terus

mengembangkan syari’at Islam di Aceh.
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3. Kepada Majlis Ulama Aceh tidak mementingkan hawa nafsu dalam
merumuskan ganun Aceh, baik hukum pidana maupun hukum lain
demi kemajuan Islam dan kemajuan bagi Aceh. Semoga daerah di
Indonesia yang lain berkenan menerima syari’at Islam apabila melihat
keberhasilan Aceh menggunakan hukum Islam.
C. Penutup

Syukur Alhamdulillah kepada Allah.SWT., atas segala limpahan
rakmat, hidayah dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan dan kelemahan dalam
skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapakan saran yang membangun
bagi penulis agar menjadi analisis yang baik dan dapat digunakan dalam
pembelajaran dengan tema terkait.
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